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ABSTRACT

The effect of each variable of HR Competence, Information Technology and
Incentives on the Implementation of Accrual-based Government Accounting
Standards of the Motivation as a Moderating variable

By

Ina Fitriyani

This study aims to determine the effect of each variable of HR Competence,
Information Technology and Incentives on the Implementation of Accrual-based
Government Accounting Standards and prove whether the influence of the
Motivation variable can strengthen the relationship of each variable. In this study,
the population taken is the SKPD of the Regency/City of Lampung Province and the
sample to be taken is also a sample of the Financial Center BPKAD, namely the
finance department, financial operator and planning operator. The sampling
technique used convenience sampling, which is the collection of information from
members of the population who are happy to provide it and obtained as many as 30
data that can be processed. The test results show that the HR Competency variable
has a significant positive effect on the success of accrual accounting
implementation, while the Information Technology and Incentives variable has no
significant effect on the success of accrual accounting implementation and the
Motivation variable can strengthen the influence between the HR Competence,
Information Technology and Incentives variables on SAP Accrual Implement

Keywords: SAP Accrual Implementation, HR Competence, Inforn
Technology, Motivational M Incentives.



ABSTRAK

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan
Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi

Oleh

Ina Fitriyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel
Kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan Insentif terhadap Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan membuktikan apakah pengaruh
variabel Motivasi dapat memperkuat hubungan tiap-tiap variabel. penelitian ini
populasi yang diambil adalah SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan
sampel yang akan diambil juga merupakan sampel dari BPKAD Pusat Keuangan
yaitu bagian keuangan, operator keuangan dan operator perencanaan. Teknik
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yang merupakan
pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia
memberikannya dan didapatkan sebanyak 30 data yang dapat diolah. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh positif
signifikan terhadap keberhasilan Implementasi akuntansi akrual, sedangkan
variabel Teknologi Informasi dan Insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap
keberhasilan Implementasi akuntansi akrual dan variabel Motivasi mampu
memperkuat pengaruh antara variabel Kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan
Insentif tehadap Implementasi SAP Akrual.

Kata Kunci : Implementasi SAP Akrual, Kompetensi SDM, Teknologi
Informasi, Insentif, Motivasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola keuangan di Indonesia yang berupa
peningkatan terhadap kualitas kinerja, transparansi serta akuntabilitas pada sektor
publik. Hal yang dilakukan pemerintah dalam perwujudan tata kelola keuangan
yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk mengganti peraturan
sebelumnya vyaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 yang

menggunakan basis kas menuju akrual.

Basis akrual telah di definisikan dari beberapa sumber. Menurut PSAP 01 Basis
akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpamemperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. Metode akrual mencatat pendapatan dan
beban dalam satu periode akuntansi dimana dengan mempertimbangkan saat
diperoleh dan terjadi (Cudia, 2008). Hasil basis akrual dalam pengukuran akuntansi
berdasarkan substansi dan kejadian, bukanketika kas diterima atau dibayarkan,
disamping itu juga meningkatkan relevansi, netralitas, timelines, completeness,
comparability. Basis ini berarti menyediakan informasi yang lebih komprehensif.
Maka dari itu basis akrual dinilai baik dalam mencerminkan informasi keuangan
publik. Study IFAC public sector committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan
berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan
perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan
kemampuan pendanaan sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang
sebenarnya (Asfiansyah, 2015). Pemerintah mungkin juga dapat mengidentifikasi
kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan demi terwujudnya tata

kelola yang baik atas segala aspek sektor publik.



Akuntansi akrual mengukur pendapatan sekarang lebih akurat dibandingkan
metode kas (Tudor & Mutiu, 2007). Basis akrual memiliki manfaat yang baik bagi
sektor pemerintahan diantaranya meningkatnya kualitas dari akuntabilitas yang
disebabkan adanya penyajian laporan keuangan pemerintah beserta beberapa
perubahannya, selain itu arus pendanaan dan aktivitas pemerintah juga jelas tersaji
dalam basis akrual dan memudahkan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah
telah mendanai dan memenuhi kewajibannya kemudian bagaimana keefisienan
pelayanan yang disediakan serta mengukur apakah sumber daya yang tersedia
sudah digunakan semestinya atau belum.

Sumber daya yang di gunakan dalam pengelolaan organisasi pemerintahan salah
satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia dalam hal ini
merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah
pusat, daerah, kementerian dan sektor publiklainnya. Perubahan basis akuntansi
yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 membuat para staff
di pemerintahan harus meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan metode
baru yang diterapkan pemerintah. Jika kualitas SDM tidak memadai maka
permasalahan dalampenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis
akrual tidak akan berjalan semestinya. Maka dari itu SDM dalam sektor publik

bagian keuangan memerlukan kompetensi khusus dibidangnya.

Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki individu berkaitan dengan
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) yang
dimiliki setiap individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada individu
tersebut (Agustiawan & Rasmini, 2016). Kompetensi merupakan dasar yang
diperlukan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang pegawai
sektor publik yang memiliki kompetensi di bidang keuangan akan efektif dan
efisien dalam penyusunan informasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh
pengetahuan dan pemahaman dalam bidang keuangan sehingga akan lebih
memudahkan pegawai tersebut dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat
diandalkan sesuai waktu yang ditetapkan. Dengan ketepatan serta singkatnya waktu
penyajian informasi keuangan tentunya pengambilankeputusan oleh pemerintah

juga akan lebih cepat dan akurat.



Selain  Sumber Daya Manusia (SDM), sarana pendukung dalam
pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan berbais Akrual adalah
sarana pendukung seperti software, hardware dan jaringan serta insentif pegawai.
Tentunya dalam suatu implementasi kebijakan akan ada kendalaataupun tantangan

yang terjadi.

Risnaningsih (2016), beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis
akrual memerlukan sistem akuntansi dan IT bases system yang lebih rumit.
Lemahnya komitmen pimpinan, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang
akuntansi pemerintahan, dan adanya resistensi terhadap perubahan dari pihak
internal instansi pemerintahan. Maka dari itu, pegawai pemerintahan dituntut untuk

ahli dalam memahami serta mengoperasikan teknologi informasi.

Menurut Agustiawan & Rasmini (2016), teknologi informasi selain sebagai
teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan
informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran
informasi. Hal ini menunjukan bahwa teknologi informasi dapat memberikan
manfaat guna membantu pegawai dalam menyelesaikan laporan keuangan
dengan mudahdan aman sebab data dapat tersimpan dalam satu tempat dan dapat

disesuaikan dengan format Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah
tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada
satuan Kkerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tinkat
pendidikan staf, pelatihan yang diberikan dan tender dan privatisasi perusahaan
publik (Herlina, 2013). Jika penerapan masih belum memadai dan berhasil
dilakukan dengan benar maka tujuan pemerintah menggunakan metode akrual tidak
akan menghasilkan manfaat yang diinginkan yaitu pengambilan keputusan melalui
informasi keuangan yang tersaji dengan relvan, andal, dapat dibandingkan dandapat
dipahami sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Pelaporan kinerja pemerintah melalui
laporan keuangan merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Kearney & Berman,
1999). Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) (users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang



Kinerja program pemerintah serta unitnya (Herlina, 2013). Oleh karena itu
pemerintah sangat mengupayakan kesuksesan dari implementasi Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 demi kelancaran dan kemanfaatan yang nyata bagi

seluruh komponen sektor publik.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) diungkapkan bahwa
pemerintah wajib mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 setalah empat
tahun peraturan diterbitkan yang berarti harus diterapkan pada tahun 2014. Pada
kenyataannyaterdapat kemungkinan bahwa sebagian pesar pemerintahan di daerah-

daerah belum memiliki kesiapan untuk menerapkan peraturan ini.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 (Undang-undang keuangan negara) Pasal 1
menjelaskan “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat lambatnya dalam 5 (Lima) tahun”.
Pada kenyataannya masih banyak intansi yang belum mengimplementasikan
pengakuan dan pengukuran belanja berbasis akrual. Berdasarkan Indeks Hasil
Pemeriksaan Sementara (IHPS) semester | tahun 2012 oleh BPK, masih banyak
laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang memiliki status opini tidak
wajar (adverse) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Kompetensi SDM,
teknologi informasi serta intensif pegawai perlu diperhatikan agar tercapainya
pengimplementasian atas UU No. 71 Tahun 2010 sehingga tidak melanggar UU
No 17 Tahun 2003.

Penjelasan tersebut melalui perolehan data dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang
diperkirakan menunjukkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan terhadap
pelaporan keuangan serta ketidak konsistenan hasil, peneliti tertarik untuk meneliti
lebih dalam komponen yang ada dibalik penyajian informasi keuangan
pemerintahan. Adanya keinginan untuk melakukan suatu perubahan dalam standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk menggantikan basis kas penyajian
laporan yang lebih informatif berkaitan dengan teori kontingensi dalam akuntansi
pemerintahan sebab (Kristiawati, 2015). Sistem yang lebih informatif akan tertuju
pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan, serta
menyediakan dasar untuk kontrol terhadap keuangan pada kegiatan pemerintah.

Pendekatan kontijensi dilakukan karena dimungkinkannya ada variabel lain yang



bertindak sebagai faktor pemoderasi. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti
mencoba menambahkan satu variabel pemoderasi yaitu Motivasi sebab penelitian
ini dilakukan berdasarkangabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya namun

dimodifikasi guna menganalisa faktor lain.

Selain itu untuk menganalisa faktor lain yang berpengaruh dalam penelitian ini,
peneliti juga menambahkan satu variabel lain yaitu insentif. Variabel ini
diperoleh dari penelitian yang serupa berasal dari peneltian (Nurlinda, 2017)
dengan variabel dependen yang sama. Insentifdinilai dapat menjadi pendorong
kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan penelitian terdahulu
terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual di
Indonesia, dimana Romilia (2011) menemukan bahwa pelatihan staf keuangan
mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi basis akurual. Herlina (2013)
mengatakan bahwa faktor informasi mempengaruhikesiapan pemerintah daerah

dalam implementasi sistem akuntansi basisakrual.

Dewi et al. (2017) menyatakan kualitas SDM berpengaruh positif tetapi
tidak signifikan kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual tetapi komunikasi
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan
akuntansi berbasis akrual. Kemudian Nasution & Sari (2016), menyatakan
bahwa insentif dan kompetensi SDM secara parsial dan simultan berpengaruh
terhadap implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai
pemoderasi. Sedangkan (Karmila et al., 2014) memberikan bukti impiris bahwa
kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena kondisi SDM di subbagian
akuntansi/tata usahakeuangan pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum

mendukung.



Tabel 1.1. Jumlah Kerugian Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten
Kota dan BUMN di Lampung.

Jumiah Nilai Jumiah Nilal Jumiah Nilal Jumiah Nilai
Perma- (Rp Juta) Perma- (RpJuta) | Perma- |(RpJuta) | Perma- |(Rp Juta)
salahan salahan salahan salahan
A. | Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
1. | Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatian:
= Kemugian 13 6.879,69 m 31.091,71 1 118, 30 83 38.089,70
® Potensi kerugian 2 4.318,34 18 9.435.69 1 0,00 21 1377403
= Kekurangan 2 131,00 20 4.634.68 0 0,00 22 4.765,88
penerimaan
Subtotal-berdampak 17 11.329,03 109 45.162,28 2 118,30 128 56.629,61
finansial
2. | Penyimpangan 7 0,00 ar 0,00 2 0,00 66
administrasi
3. | Kelemahan 3PI 12 0,00 170 0.00 3 0,00 187
Total A 36 11.329,03 336 45.182,26 9 118,3 3681 56.629,61
B. | Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
"  Kelfidakhematan
" Kefidakefisienan
" Kotidakefektifan 5 0.00 34 0.00 0 0,00 39 0,00
Total B 5 0,00 34 0,00 0 0,00 39 0,00
Total (A+B) # 11.329,03 370 45.182,28 9 118,3 420 56.629,614
Nilal penyerahan 10.399,09 21.273,70 0,00 3.672,79
aset/penyetoran ke kas
negara/daerah/perusahaan

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Lampung, 2020.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 310
temuan yang memuat 420 permasalahan, meliputi 381 (90,71%) permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp56,62 miliar serta 39 (9,29%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan
dan ketidakefektifan. Dari 381 permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebanyak
128 (33,60%) sebesar Rp56,62 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan
yang mengakibatkan kerugian sebanyak 85 (22,31%) permasalahan sebesar
Rp38,08 miliar, potensi kerugian sebanyak 21 (5,51%) permasalahan sebesar
Rp13,77 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 22 (5,77%) permasalahan
sebesar Rp4,76 miliar.

Terdapat 66 (17,32%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan
penyimpangan administrasi, dan 187 (49,08%) permasalahan ketidakpatuhan yang

mengakibatkan kelemahan SPI. Selain itu, terdapat 39 permasalahan



ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Terhadap permasalahan
ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah
menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke Kkas
negara/daerah/perusahaan sebesar Rp31,67 miliar (55,93%). Fenomena di lapangan
menunjukkan bahwa masih ada kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih
terdapat SKPD yang belum menggunakan sistem SIMDA selain itu terdapat SKPD
yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian ke Wajar Dengan

Pengecualian dapat dilampirkan pada Tabel 2.

Tabel 1.2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2020
o Keterangan
Opini Cetak ————
No Pemerintah Daerah LKPD PenSgIgPuEr;aan Pesnl?\ﬁl;g'rgan Apep  Back
2020 2021 up
SIPD

1 Provinsi Lampung WTP Paralel 0 SIPKD  SIPKD
Kabupaten Lampung

2 Barat WTP Paralel 0 SIPKD SIPKD

3 Kota Bandar WDP 0 SIPD  SIPKD
Lampung Paralel

4 Kabupaten Pesawaran WTP Paralel 1 SIPD  SIMDA

5 Kabupaten Pringsewu WTP Paralel 1 SIPD  SIMDA

g Kabupaten WTP 1 SIPD  SIMDA
Tanggamus Paralel

7 Kabupaten Lampung WTP 1 SIPD SIMDA
Tengah Paralel

8 Kabupaten Pesisir WTP 1 SIMDA SIMDA
Barat Paralel

9 K_abupaten Lampung WTP 1 SIPD  SIMDA
Timur Paralel

10 Kabupaten Tulang WTP 1 SIMDA SIMDA
Bawang Paralel

11 Kabupaten Tulang WTP 1 SIMDA SIMDA
Bawang Barat Paralel

12 Kabupaten Lampung WTP 1 SIPD SIMDA
Selatan Paralel

13 Kabupaten Way WTP 1 SIPD  SIMDA
Kanan Paralel

14 Kota Metro WTP Paralel 1 SIPD  SIMDA

15 Kabupaten Lampung WDP 1 SIMDA SIMDA
Utara Paralel

16 Kabupaten Mesuji WTP Paralel 1 SIPD _ SIMDA

Sumber: BPK RI, 2021.



Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK dasar opini wajar dengan pengecualian berdasarkan atas
Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Belanja Tahun
2020 sebesar Rp2,12 triliun. Realisasi tersebut termasuk belanja yang tidak sesuai
peruntukan dalam Tahun 2020 sebesar Rp57,67 miliar. Sumber dana atas belanja
tersebut berasal dari dana DAK dan hibah pariwisata yang sudah ditentukan
penggunaannya, namun digunakan untuk belanja yang lain sehingga tidak sesuai
dengan peraturan perundangan.

Atas penggunaan dana sebesar Rp57,67 miliar yang tidak sesuai peruntukan
tersebut berdampak pada tidak terbayarnya belanja kegiatan DAK dan Hibah
Pariwisata Tahun 2020 sebesar Rp38,20 miliar Laporan Keuangan, Pemerintah
Kota Bandar Lampung menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020
sebesar Rp329,27 juta.Laporan tersebut diantaranya menyajikan penggunaan dana
DAK dan hibah pariwisata untuk keperluan belanja selain yang sudah ditetapkan
peruntukannya sebesar Rp79,72 miliar Nilai tersebut terdiri dari penggunaan sisa
dana Tahun 2019 sebesar Rp22,05 miliar dan Tahun 2020 sebesar Rp57,67 miliar.
Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dapat menyajikan rincian nilai atas
penggunaan dana tersebut dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020. Sebagai
dampaknya pencairan dana DAK dan hibah pariwisata untuk keperluan belanja
selain yang sudah ditetapkan peruntukannya belum  mencerminkan
penggunaan dana DAK dan hibah pariwisata sebesar Rp79,72 miliar

Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Utang Belanja
per 31 Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar. Dari nilai tersebut terdapat
ketidaksesuaian penyajian minimal sebesar Rp36,88 miliar, yaitu (1) Nilai Utang
Belanja Modal disajikan tidak berdasarkan berita acara kemajuan fisik pekerjaan,
namun berdasarkan nilai kontrak dikurangi pembayaran minimal sebesar Rp29,86
miliar, (2) Penghapusan Utang Belanja tanpa didukung perjanjian formal dengan
pihak yang berpiutang (kreditur) sebesar Rp7,02 miliar. Hal tersebut
berdampak antara lain pada penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset

Tetap Lainnya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan



tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan
kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan
penyesuaian terhadap angka tersebut. Nilai utang belanja sebesar Rp736,93 miliar
terdiri dari kewajiban atas kegiatan Tahun 2020 sebesar Rp659,66 miliar dan Tahun
2018-2019 sebesar Rp77,27 miliar yang tidak dapat dibayarkan karena
ketidakcukupan dana di Kas Daerah. Nilai utang tersebut meningkat sebesar
Rp324,60 miliar dari Tahun 2019. Hal ini disebabkan penganggaran pendapatan
Tahun 2020 tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat
dicapai antara lain pada PBB-P2 dan retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp320,00 miliar dan
Rp6,00 miliar meskipun realisasi pendapatan Tahun 2019 hanya sebesar Rp81,27
miliar dan Rp883,08 juta, serta pelaksanaan belanja tidak sesuai ketersediaan
dana. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan sehingga utang Pemerintah Kota
Bandar Lampung akan membebani keuangan daerah untuk Tahun 2021.

Sumber Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung 2021, BPK Perwakilan

Provinsi Lampung.

Kompetensi SDM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD
(Syarifudin, 2014). Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian
sebelumnya dengan mengkombinasikan beberapa variabel. Perbedannya dengan
penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel independen baru berupa
insentif. Alasan penelitian ini pentng untuk diteliti karena Indonesia belum mampu
mengadopsi New Public Management. Penelitian ini diharapkan berguna bagi
aparatur pemerintahan untuk mengevaluasi indikator yang masih harus diperbaiki
serta dikembangan atas pengimplentasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
berbasis akrual pada tahun 2017 sebagaiman ayang diatur pemerintah dalam PP 71
Tahun 2010. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, Dan Insentif Terhadap Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dengan Motivasi Sebagai

Variabel Pemoderasi”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka pembatasan masalahyang hendak
diteliti dalam penelitian ini adalah menguji kompetensi SDM, Teknologi Informasi,
Insentif, motivasi dan dampaknya terhadap kinerja akuntan pemerintah serta
bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap penyajian informasi keuangan

berbasis akrual.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang dialami dalam penerapan akuntansi berbasis
akrual, penelitian ini hanya berfokus untuk menguji kompetensi SDM, teknologi
informasi dan insentif serta dampaknya terhadap penerapan SAP akrual dan
bagaimana dampaknya teradap laporan keangan pemerintah. Adapun kompetensi
SDM yang dimaksud adalah tingkat pendidkan, pengalaman dan unsur lain yang
akan membedakan kualitas seorang akuntan pemerintah dan pemerintah yang lain.
Teknologi Informasi yang dimaksud adalah kelengkapan hardware, software dan
jaringan dalam berperan untuk pengimplementasian PP 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Insentif yang dimaksud adalah
kecukupan atau kepuasan imbalan yang diterima oleh akuntan pemerintahan untuk
mendorong kinerja serta semangat dalam memahami konsep baru yaitu penerapan
akuntansi yang dilaksanakan menggunakan basis akrual. Motivasi yang dimaksud
adalah faktor pendukung untuk mendorong berhasilnya kebijakan pemerintah untuk
pengimplementasian SAP berbasis akual secara keseluruhan demi terwujudnya
laporan pemerintah pusat yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
Sedangkan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimaksud
adalah perubahan metode yang asal mulanya menggunakan metode kas namun
diganti dengan metode akrual yang pada penerapannya memiliki perbedaan
pengakuan.
1. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP
berbasis Akrual
2. Apakah Tekhnologi Informasi berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP
berbasis Akrual.
3. Apakah Insentif berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis
Akrual.
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4. Apakah motivasi sebagai variabel pemoderasi mampu memperkuat pengaruh
kompetensi SDM, Tekhologi Informasi dan Insentif terhadap Implementasi

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui masing-masing pengaruh dari variabel kompetensi SDM,
teknologi informasi dan insentif terhadap implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah berbasis akrual dan membuktikan apakah pengaruh variabel motivasi

dapat memperkuat tiap-tiap variabel.

1.4.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, sesuai
dengan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi
pembaca denganmenambah wawasan terkait faktor-faktor dalam penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akrual serta dapat digunakan
dengan baik sebagai bahan acuan untuk refrensi penelitian.

b. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian dapat memberikan kontribusi
positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat
kebijakan yang berkenaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dalam Peraturan Pemerintah (PP) serta diharapkan dapat menjadi sumber
informasi yang dapat diperuntukan bagi bahan evaluasidalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang baik dalam bidang pemerintahan.

2. Praktek
a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif
sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkenaan
dengan peningkatan kualitas informasi keuangan di SKPD Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung.
b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi
positif terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

berbasis akrual dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori New Public Management (NPM)

Konsep New Public Management secara tidak langsung muncul dari kritik keras
terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan
terhadap reformasi manajemen sektor publik. New Public Management kemudian
mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif
hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi
pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan New Public
Management. Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh
Christoper Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM.
Apabila dilihat melalui perspektif historis, pendekatan modern terhadap
manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negara-negara Eropa sekitar
tahun 1980-an dan 1990-an. Kemunculan pendekatan tersebut merupakan reaksi
dan kondisi model administrasi publik tradisional yang tidak memadai. Dalam
perkembangannya, pendekatan managerial modern ini juga dikenal dengan
berbagai sebutan, seperti: “managerialism” “New Public Management” “market-
based public administration” “post-bureaucratic paradigm” “market-based public
administration” dan “entrepreneurial government” semua istilah ini memiliki
makna yang sama akan tetapi istilah yang paling popular adalah New Public

Management.

Denhardt & Denhardt (2007) menjelaskan bahwa New Public Management
mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer yang pada intinya
menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis disektor publik. New Public
Management telah menjadi normatif yang menandakan pergeseran besar dalam cara
berpikir tentang peran administrator public. Bovaird & Loffler (2004) New Public
Management adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya
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lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih
responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi,
efesiensi dan efektifitas (value for money), fleksibilitas pilihan, dan transparansi.
Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau
reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau
desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini
bahwa paradigma New Public Management merupakan sebuah fenomena
internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat
mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk

sebuah gerakan yang mendunia.

Teori NPM menganggap bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik
dibandingkan praktik manajemen sektor publik. Praktik yang ditekankan dalam
penelitian ini ialah standar yang melandari penerapan akuntansi pemerintahan
berbasis akrual. Pengadopsian NPM di Indonesia dimulai dari diberlakukannya
undang-undang untuk melandasi keuangan Negara (UU. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi

pemerintah.

Salah satu Undang-undang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa SAP yang
dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan
PP No.71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tersebut salah satu ciri pokoknya
adalah perubahan atas basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Secara
sederhana, basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya
penerimaan danpengeuaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan
basis akrual mengakui dan mencatat pada saat terjadinya transaksi baik kasmaupun

non kas dan mencatat aset dan kewajiban.

Pemerintah dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling

lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang no.17 Tahun 2003 tentang
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Keuangan Negara. Kemudian guna menjadi pedoman dalam melaksanakan standar
tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah
belum berhasil menerapkan sistem akuntansi yang baru hingga terbit Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk
mengganti PP No.24 Tahun 2005. Dalam PP 71 Tahun 2010 batas waktu
penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh diundur sampaidengan tahun
2014,

2.1.2. Teori Decision Usefullness

Teori pengambilan keputusan (Decision usefulness) dan konsep informasi
memberikan secara tepat cara mendefinisikan informasi yaitu: “information is
evidence which has the potential to affect an individual’s decision.” (informasi
adalah bukti-bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seorang
individu) (Scott, 2015). Tersajinya informasi keuangan yang dibuat oleh akuntan
pemerintah akan berdampak langsung oleh pengambilan keputusan dari pemerintah
pusat. Maka teori decision usefulness berguna untuk menjadi salah satu pendekatan

penelitian ini.

Keputusan yang diambil pemerintah didasari oleh informasi keuangan yang
disajikan oleh satker pemerintahan. Dalam konteks ini, kompetensi PNS yang
bertugas dipemerintahan menjadi faktor penentu dalam memahami dan menyajikan
informasi keuangan yang sesuai dengankeadaan sebenarnya. Perubahan basis kas
menjadi basis akrual tentunya memerlukan penyesuaian yang kompleks. Hal ini
sangat perlu diperhatikan sebab apabila informasi yang disajikan tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya maka akan mempengaruhi keputusan atau tindakan

evaluasi yang diambil pemerintah.

2.1.3. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul
ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan

keputusan kepada agent tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan
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menyatakan agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi
prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen.
Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.
Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan
pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan

perusahaan terhadap pihak manajemen.

Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan
berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan
sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan
pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak
mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik
(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung atas pengelolaan
perusahaan namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai
dengan kondisi perusahaan sebenarnya sehingga hal ini memacu terjadinya konflik
keagenan. Dalam kondisi yang demikian ini dikenal sebagai informasi yang tidak

simetrisatau asimetri informasi (information asymmetri).

Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan
merupakan hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham (principal)
dengan manajemen (agent). Dalam hubungan ini sering kali timbul konflik karena
adanya perbedaan kepentingan. Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan
dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian
sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank.
Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu
sendiri. Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih
orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang
lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa
pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian
wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh
pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut

secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers),
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cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan
pemilik. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat
menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan
biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya monitoring cost tersebut
manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun

keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik

Teori keagenan merupakan salah satu konsep pelaporan keuanganatas organisasi
sektor publik. Masyarakat harus mampu menilai akuntabilitas dan kebijakan yang
berasal dari beberapa pertimbanganbaik dari segi ekonomi, sosial maupun politik.
Hal ini menjadi suatu kesadaran bahwa banyak pihak yang akan mengendalikan
informasi laporan keuangan pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan. Hal ini yang mendorong informasi keuangan haruslah berkualitas.
Laporan harus disajikan dengan wajar terbebas dari salah saji yang material

sehingga tidak menyesatkan para penggunanya.

2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh
pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar
Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan (www.kSAP.org).

Terdapat 12 Pernyatan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diatur dalam

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Dalam PP 71 Tahun 2010 ini terdapat tiga komponen laporan keuangan pokok,

diantaranya:

a) Laporan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran(LRA) dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).



17

b) Laporan Finansial, terdiri dari neraca, Laporan Operasional (LO),Laporan Arus
Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maka komponen laporan keuangan pokok diatas merupakan faktor pendukung atas
realisasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual di Indonesia
guna menilai apakah sistem yang ditetapkan sudah benar melihat dari segi

kelengkapan laporan keuangan pemerintahan.

Ida Najati et al. (2016) Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan mempedomani lampiran | PP
No 71 Tahun 2010 tentang SAP Dimensi yang digunakan adalah (a) dimensi
pengakuan pendapatan yang diukur diukur berdasarkan pengakuan pendapatan
pada Laporan Operasional dan pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi
Anggaran, (b) dimensi pengakuan beban dan belanja yang diukur berdasarkan
pengak uan beban dan pengakuan belanja, (c) dimensi akuntansi persediaan yang
diukur dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan,(d) dimensi
akuntansi aset tetap yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkap
an persediaan serta depresiasi, (¢) dimensi akuntansi kewajiban yang ini diukur
dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban, (f) dimensi laporan
operasional yang diukur dengan penyajian laporan operasional, dan (g) dimensi
laporan perubahan ekuitas yang diukur dengan penyajian laporan perubahan

ekuitas.

2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan karakteristik pengetahuan, keterampilan perilaku, dan
pengalaman untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.
(Bukit et al., 2017). Mangkunegara, kompetensi sumber daya manusia adalah
kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan
dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap
kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian Perrin yaitu:
1) Memiliki kemampuan komputer (Eksekutif Lini)

2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang visi
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3) Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan

4) Memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung

terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kompetensi SDM yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dan jenis-
jenis organisasi di tempat kerja, dapat diperoleh dengan pemahaman ciri-ciri yang
kita cari dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi-organisasi tersebut.
Konsep dasar standar kompetensi ditinjau dari estimologi, standar kompetensi
terbuka atas dua kosa kata yaitu standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai
ukuran atau patokan yang disepakati, sedangkan kompetensi diartikan sebagai
kemampuan melaksanakan tugastugas ditempat kerja yang mencakup menerapkan
keterampilan (skills) yang didukung dengan pengetahuan (cognitive) dan
kemampuan (ability) sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan demikian
standar kompetensi dapat diasumsikan sebagai rumusan tentang kemampuan dan
keahlian apa yang harus dimiliki oleh tenaga kerja (SDM) dalam melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan/disepakati.

Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan
keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia
(Indriasih, 2014). Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik Kualitas SDM maka
semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
(Agustiawan & Rasmini, 2016). Dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM
menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian SAP
berbasis akrual sebab SDM merupakan pengendali atas segala komponen yang

mendukung berjalannya pengimplementasian tersebut.

Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia
Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi, yang terdiri dari task

achievement, relationship, personal attribute, managerial, dan leadership.
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Task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan
kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan
oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi
produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan,
dan keahlian teknis.

Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan
komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya.
Kompetensi berhubungan dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi
pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional,
membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan
sensitivitas lintas budaya.

Personal attribute merupakan kompetensi intrinsik individu dan
menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang.
Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan
kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen
stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan
pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial
berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.
Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin
organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi.
Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner,
berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun
komitemen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan

nilai-nilai.

Mangkunegara, (2012) indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung
dan diukur. Adapun indikator kinerja sebagai berikut:

1) Kualitas kerja: kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas standar
yang ditetapkan perusahaan.

2) Kuantitas kerja: kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah standar

yang ditetapkan perusahaan.
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3) Keandalan kerja: terdiri dari pelaksanaan dalam mengikuti instruksi, inisiatif,
hati-hati, kerajinan dalam melaksanakan pekerjaan.

4) Sikap: pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa.

2.1.6. Teknologi Informasi

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Technologia menurut Webster
Dictionary berarti systematic teatcment atau penanganan sesuatu secara sistematis,
sedangkan techne sebagai dasar kata teknologi berarti skill atau keahlian,
keterampilan dan ilmu. Kata teknologi sering dipahami oleh orang awam sebagai
sesuatu yang berupa mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan. Roger
teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang
mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu
hasil yang diinginkan. Sedangkan pendapat dari Jacques Ellul mendefinisikan
teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki
ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Gary J Anglin berpendapat teknologi
merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara

bersistem dan menyistemkan untuk memecahkan masalah.

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara
penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah (Teknologi
Informasi). Pada awalnya Teknologi Informasi dikembangkan manusia pada masa
pra sejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang
mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada
dinding-dinding gua, tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini
teknologi informasi terus terus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya
sudah lebih modern. Rusydiyah (2019) teknologi informasi adalah sarana dan
prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh,
mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan
menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Japar
(2018) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang
informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat. Noviari
(2007) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang

digunakan untuk mengolah data.
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Pengukuran Teknologi Informasi

Menurut Insawan & Alwahidin (2021) komponen Teknologi Informasi adalah

sebagai berikut:

1. Hardware (Perangkat keras) yaitu kumpulan peralatan seperti processor,
monitor, keyboard, dan printer yang menerima data dan informasi, memproses
data tersebut dan menampilkan data tersebut.

2. Software (Perangkat lunak) yatu kumpulan program-program computer
yang memungkinkan hardware memproses data.

3. Database (Basis data) yaitu sekumpulan file yang saling berhubungan dan
terorganisasi atau kumpulan record-record yang menyimpan data dan
hubungan diantaranya.

4. Network (fasilitas jaringan dan komunikasi) yaitu sebuah sistem yang
terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber diantara
komputer-komputer yang berbeda.

5. People yaitu elemen yang paling penting dalam tknologi informasi,

termasuk orang-orang yang bekerja menggunakan outputnya.

Organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu membutuhkan suatu pengendalian
intern yang didalamnya dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi
informasi. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras (Hardware),
perangkat lunak (Software), manajemen data dan jaringan (Romney et al., 2021).
Hal ini menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan sarana pendukung
atas tujuan organisasi. Dalam penelitian ini organisasi yang diteliti adalah
organisasi sektor publik yang didalamnya menggunakan teknologi informasi

sebagai sarana pendukung dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu
teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan
laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos
pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing, namun
pengimplementasian teknologi informasi memerlukan biaya yang tidak murah.
Terlebih lagi apabila teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu

dimanfaatkan secara maksimal maka implementasiteknologi menjadi sia-sia dan
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semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain terkait dengan
kondisi perangkat keras (hardware) yang belum memadai, perangkat lunak
(software) yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang belum mampu

mengaplikasikan teknologi, dan keterbatasan dana.

Kendala ini yang dapat menjadi faktor yang membuat pemanfaatan teknologi
informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan
teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap implementasi
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diaturdalam PP 71 Tahun
2010. Hal ini menandakan bahwa teknologi informasi dapat bermanfaat untuk
mendorong kesuksesan dari tujuan organisasi pemerintah. Selain itu, dengan
adanya teknologi informasitentunya pekerjaan untuk menyelesaikan penyusunan
laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. Pada akhirnya pengambilan
keputusan pun tidak memakan waktu lama dan tentunya dasar informasi yang

tersaji untuk pengambilan keputusan sudah ternilai handal.

Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian
kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sistem
Informasi Akuntansi (SIA) dapat menambah nilai bagi suatu perusahaan dengan
menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu (Al-Egab & Adel, 2013).
Penjelasan dari empat dimensi kecanggihan teknologi informasi menurut Al Egab
dan Adel (2013) sebagai berikut :

1. Technological sophistication/Kecanggihan Teknologi

a. Variety of IT used /Keragaman teknologi informasi yang digunakan.

b. Hardware characteristics/Karakteristik hardware.

()

. Development tools/Perangkat pengembangan.
d. Man-machine interface/Media komunikasi antara operator dengan Perancangan

yang mampu memberikan informasi yang diperlukan.

D

. Processing mode/Cara pengolahan.

—h

Type of operation/Jenis operasi.

2. Informational sophistication/Kecanggihan Informasi
a. Type of applications portfolio/Jenis aplikasi portofolio

b. Integration of applications/Integrasi aplikasi.
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3. Functional Sophistication/Kecanggihan Fungsional

a. Decisional level/Tingkat keputusan.

b. User partisipation/Partisipasi pengguna.

c. Managerial sophistication/Kecanggihan Manajerial
a. Top management support/Dukungan manajemen puncak.
b. IT investment/Investasi TI.
c. IT adoption process/Proses adopsi T1.
d. Control of TI/Kontrol TI.
e. Evaluation of TI/Evaluasi TI

2.1.7. Insentif

Insentif adalah sistem pemberian balas jasa yang dikaitkan dengan kinerja, baik
bersifat materil maupun bersifat non materil yang dapat memberikan motivasi atau
daya pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan bersemangat, sehingga
kinerja karyawan atau hasil kerja lebih meningkat yang pada akhirnya tujuan
perusahaan dapat tercapai (Haedar et al., 2015). Normi (2015) insentif merupakan
rangsangan yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan untuk mendorong

karyawan dalam bertindak dan berbuat sesuatu untuk tujuan perusahaan.

Tujuan insentif adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga
karyawan bergairah dalam bekerja dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan.
Insentif juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan
tugasnya, karena itu pemberian insentif harus dilaksanakan tepat pada waktunya,
agar dapat mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara lebih baik dari
sebelumnya (Normi, 2015).

Pengukuran Insentif

Kawiana (2020) pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat
insentif karyawan suatu organisasi, diantaranya:

1. Kinerja

Sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif dengan
kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan. Berarti besarnya

insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja
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pegawai. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja diukur secara kuantitatif,
memang dapat dikatakan bahwa dengan cara ini dapat mendorong pegawai yang
kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Di samping itu juga
sangat menguntungkan bagi pegawai yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan
tinggi. Sebaliknya sangat tidak favourable bagi pegawai yang bekerja lamban atau

pegawai yang sudah berusia agak lanjut.

2. Lama Kerja

Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan atau
menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam,
per hari, per minggu ataupun per bulan. Umumnya cara yang diterapkan apabila
ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian insentif berdasarkan kinerja.
Pemberian insentif merupakan sarana yang dapat menimbulkan semangat kerja dari
dalam diri seorang karyawan yang lebih besar dari sebelumnya untuk lebih
berprestasi lagi bagi peningkatan kinerjanya (Agriawan et al., 2015). Jadi dapat
dikatakan bahwa insentif merupakan daya tarik agar seseorang dapat bekerja
dengan baik demi mencapai hasil kinerja yang tinggi. Kawiana (2020), Insentif
adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentukuang atas dasar Kinerja
yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap
kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan). Begitu pula
Rahadi (2010), insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk
melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah
ditetapkan. Dengan mencapai hasil kinerja yang tinggi, suatu organisasi akan
dipandang berkualitas dalam pencapaikan visi.

Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam
pemberian kompensasi, terdiri dari insentif material dan non material
(Sarwoto, 2010)
a. Insentif Material, dengan indicator :
Insentif dalam bentuk uang, antara lain:
1) Bonus yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dihasilkan,

umumnya diberikan secara selektif dan eksklusif bagi karyawan yang
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memenuhi syarat dan hanya diberikan satu kali tanpa mengikat di kemudian
hari.

2) Komisi adalah jenis bonus yang dibayarkan kepada mereka yang melakukan
penjualan dengan baik dan biasanya diterima oleh tenaga penjualan.

3) Program remunerasi merupakan kompensasi yang mencakup pembayaran di
masa yang akan datang, antara lain : pensiun, pembayaran kontraktual

b. Insentif Non Material

Insentif non material ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1) Pemberian gelar secara resmi

2) Pemberian tanda jasa atau medali

3) Pemberian piagam penghargaan

Teori hierarki kebutuhan Menurut Maslow (Robbin dan Coulter, 2010)
 Kebutuhan Fisiologi (Physiological Needs)

Merupakan kebutuhan utama individu dalam mempertahankan hidupnya yang
diantaranya meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam
situasi kerja yang termasuk kategori antara lain gaji dan kondisi kerja.

+ Kebutuhan kesehatan dan keamanan (Safty and Security Needs)

Merupakan kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman akan bertindak sebagali
motivator apabila kebutuhan fisiologis telah terpuaskan secara minimal. Kebutuhan
antara lain kebutuhan akan perlindungan akan ancaman, pertentangan dan lain-lain.
« Kebutuhan sosial (Social Needs)

Merupakan kebutuhan dominan bila kedua kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi
kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, afiliasi serta berinteraksi yang
memuaskan dengan orang lain

+ Kebutuhan penghargaan (Esteem Needs)

Merupakan kebutuhan ego, status dan penghargaan yang meliputi kebutuhan untuk
dihormati dan dihargai oleh orang lain.

* Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization Needs)

Merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan tingkat
berikutnya yang meliputi kebutuhan untuk memanfaatkan kemampuan,

keterampilan dan potensi yang dimiliki secara minimal
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Berdasarkan pendapat - pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa insentif
merupakan dorongan untuk seseorang supayamau bekerja dengan baik dan
mampu mencapai tingkat Kkinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah
keinginan kerja serta motivasi guna tercapainya hasil kinerja yang berkualitas
sesuai dengan tujuanperusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah
lingkup instansi pemerintahan. Insentif diharapkan dapat mendorong akuntan
perusahaan dalam meyediakan informasi keuangan secara tepat, cepat dan akurat
kepada pihak yang berkepentingan agar pengambilan keputusan dilaksanakan
dengan benar. Hal ini juga bisa mejadi suatu tolak ukur pemerintah dalam
pelaksanaan PP 71 Tahun 2010. Apakah pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik
dan insentif yang diberikan sudah benar mendukung pelaksanaan standar akuntansi

pemerintahanberbasis akrual atau belum.

2.1.8 Motivasi

Masram & Mu’ah (2015) berpendapata bahwa motivasi bersal dari kata latin mover
yang berarti dorongan atau mengerakkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen
hanya ditunjukan kepada sumber daya manusia umumnya dan bawahan pada
khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan,
menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan
antusias mencapai optimal. Salah satu aspek memanfaatkan karyawan atau sumber
daya manusia ialah pemberian motivasi (daya perangsang) kepada para karyawan
agar para karyawan dapat bekerja secara maksimal untuk memberikan manfaat
kepada perusahaan. Ini berarti setiap karyawan yang akan memberikan
kemungkinan yang bermanfaat bagi perusahaan. Damayanti & Sumaryati (2013),
motivasi adalah pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang
menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah pada

tujuan.

Robbins & Coutler (2012) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk
melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk
tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk
memenuhi suatu kebutuhan individual. Masram & Mu’ah (2015), motivasi

merupakan kekuatan yang mendorong seseorang yang menimbulkan dan
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mengarahkan perilaku. Rahadi (2010) mendefinisikan motivasi sebagai kondisi
yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi

perusahaan.

Pengukuran Motivasi

Indikator motivasi yaitu sebagai berikut (Badu & Djafri, 2017):

1. Needs (Kebutuhan)

Kebutuhan menunjukan adanya kekurangan fisiologis dan psikologis yang
menimbulkan perilaku. Teori motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan
dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia
berjenjang dari physiological, safety, social, esteem, dan selfactualization.
Karyawan dengan kebutuhan berprestasi tinggi lebih tertarik pada perusahaan yang
mempunyai lingkungan dimana pembayaran diberikan berdasarkan kinerja. Pada
akhirnya, pimpinan harus menciptakan tugas atau tujuan menantang karena
kebutuhan akan prestasi berhubungan secara positif dengan komitmen pada tujuan,

yang pada gilirannya mempengaruhi Kinerja.

2. Job Design (Desain Pekerjaan)

Job Design adalah mengubah konten dan/atau proses pekerjaan spesifik untuk
meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Metode yang dipergunakan untuk desain
kerja adalah Scientific management (manajemen saintifik), job enlargement
(perluasan kerja), job rotation (rotasi kerja), dan job enrichment (pengkayaan

kerja).

3. Satisfaction (Kepuasan)

Motivasi kerja individual berhubungan dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja
adalah respon bersifat mempengaruhi terhadap berbagai segi pekerjaan. Karena
terdapat hubungan dinamis antara motivasi dengan kepuasan kerja. Konsekuensi
kepuasan kerja ditunjukan oleh korelasinya dengan motivasi, pelibatan kerja,
organizational citizenship behavior, komitmen organisasi, perasaan stres, dan

Kinerja.

4. Equity (Keadilan)

Equity theory adalah model motivasi yang menjelaskan bagaimana orang mengejar
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kejujuran dan keadilan dalam pertukaran sosial, atau hubungan memberi dan

menerima.

5. Expectation (Harapan)
Expectancy Theory berpandangan bahwa orang berperilaku temotivasi dengan cara
yang menghasilkan manfaat yang dihargai.

6. Goal Setting (Penetapan Tujuan)

Tujuan adalah apa yang diusahakan untuk dicapai individu, merupakan objek atau
tujuan dari suatu tindakan. Locke, goal setting mempunyai empat mekanisme, yaitu
Goal direct attention, tujuan yang cenderung fokus pada satu perhatian yang
relevan dan penting. Goal regulate effort, bukan hanya tujuan yang ingin dicapai
tetapi memotivasi untuk bertindak. Goals increase persistence, orang yang tekun
cenderung melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi daripada sebagai
alasan untuk gagal. Goals foster strategies and action plans, tujuan dapat
membantu karena tujuan mendorong orang mengembangkan strategi dan rencana

aksi yang memungkinkan mencapai tujuan.

Teori motivasi hirarki kebutuhan Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia
memiliki lima kirarki kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan,
kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri (Arrizal,
2012). Pemerintah, pengusaha dan manajer yang menerima teori motivasi hirarki
kebutuhan Abraham Maslow akan mengelola organisasi yang dapat memuaskan
kebutuhan manusia (Robbins & Coutler, 2012).

Hal ini berarti motivasi dapatmemperkuat kompetensi SDM, Tl dan insentif dalam
pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti / Tahun/
Judul

Variabel

Hasil Penelitian

1 | Dian Islamatus
Sa’diyah & Indrawati
Yuhertina (2021)
Pengaruh Kualitas
Sumber Daya
Manusia, Komitmen
Organisasi, Dan
Insentif Terhadap
Implementasi Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual (Studi
Pada Perangkat
Daerah Kota
Surabaya)

Kompetensi SDM,
TI, insentif, dan
Implementasi SAP
Akrual

Kompetensi SDM, TI, dan
Insentif berpengaruh positif
terhadap Implementasi SAP
berbasis Akrual.

2 Fenty Herlina Sari,
Bambang Suprasto, &
Dwirandra (2016)

Kompetensi SDM,
TI, insentif, dan
Motivasi sebagai

Kompetensi SDM tidak
berpengaruh pada
penerapan akuntansi

Pengaruh Kualitas
SDM dan
Teknologi
Informasi Terhadap
Penerapan SAP
berbasis Akrual PP
No.
71 Tahun 2010 (Studi
Kasus Pada SKPD-

Motivasi sebagai pemoderasi berbasis akrual, sedangkan
Pemoderasi Pengaruh teknologi informasi,
Kompetensi SDM dan berpengaruh positif pada
Teknologi Informasi penerapan akuntansi
pada Penerapan berbasis, akrual. Pengaruh
Akuntansi Berbasis kompetensi SDM pada
Akrual penerapan akuntansi
berbasis akrual diperkuat
oleh motivasi, tetapi
motivasi tidak memperkuat
pengaruh teknologi
informasi pada penerapan
akuntansi berbasis akrual
3 Elsa Rosiana (2016) | SDMdan Tl Kualitas sumber daya

manusia berpengaruh
positif terhadap kesiapan
penerapan standar
akuntansi pemerintahan
berbasisakrual. Sedangkan
teknologi informasi
berpengaruh negatif
terhadap penerapan standar
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SKPDPemerintah
Kota Malang.

akuntansi pemerintahan
berbasisakrual.

Ikrima Chikita
Sukadana, Ni Putu
Sri Harta Mimba
(2015) Pengaruh
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Terhadap Kesiapan
Penerapan SAP
Berbasis Akrual
Pada Satuan Kerja
Di Wilayah Kerja

Kesiapan penerapan
SAP berbasis
Akrual dan Kualitas
SDM

Kualitas SDM
mempengaruhi secara
signifikan dalam kesiapan
Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual

Dito Aditia Darma
Nasution, Erlina, Tapi
Anda Sari (2015)
Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Implementasi SAP
Berbasis Akrual
dengan Komitmen
SKPD sebagaivariabel
Moderating pada
Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

Insentif dan sarana
pendukung
(software,
hardware,
network), sarana
pendukung dan
komitmen SKPD
sebagai pemoderasi

SDM berpengaruh positif
signifikan terhadap
implementasiSAP berbasis
akrual. Insentif
berpengaruh positif
signifikan terhadap
implementasiSAP berbasis
akrual. Sarana pendukung
berpengaruhnegative
terhadap implementasiSAP
berbasis akrual

Muhamad Indra
Yudha Kusuma,
Fuad (2013)
Analisis Faktor-
Faktor yang
mempengaruhi
Tingkat Penerapan
Akuntansi Akrual
Pada Pemerintah

Tingkat penerapan
akuntansi akrual,
Kualitas teknologi,
informasi pada
satuan kerja,
Tingkat Pendidikan
Staff, Dukungan
konsultan,
Pengalaman
menjalankan basis
kas menuju akrual,
latar belakang
Pendidikan
pimpinan, ukuran
satuan kerja

Pelatihan staf berpengaruh
positif terhadap standar
akutntansi pemerintahan
berbasis akrual. Namun
tingkat pendidikan staf
(kompetensi SDM) dan Tl
tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat
penerapan akuntansi akrual
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2.3.Hipotesis Penelitian
2.3.1. Pengaruh Kompetensi Sumer Daya Manusia terhadap Implementasi
SAP Berbasis Akrual

Hasil penelitian Herlina (2013), menujukan bahwa kompetensi SDM secara
signifikan tidak memberi pengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Sari (2016), menjelaskan
bahwa kompetensi SDM secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi SAP
berbasis akrual begitupula jika diuji dengan komitmen SKPD sebagai pemoderasi
antara kedua variabel. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan Rosiana et al. (2016), Fuad (2013) dan Sukadana et al. (2015) bahwa
kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAP berbasis
akrual. Oleh sebab itu hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dituliskan

sebagai berikut:

Hi: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis
Akrual

2.3.2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis
Akrual

Rusydiyah (2019) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam
bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat. Japar
(2018) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang
digunakan untuk mengolah data. Penelitian di lakukan oleh Sari et al. (2016)
menyatakan bahwa TI secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi SAP
berbasis akrual. Sedangkan Nasution & Sari (2016), Rosiana et al. (2016), Fuad
(2013) menyatakan bahwa TI tidak berpengaruh terhadap Penerapan SAP berbasis
akrual. Oleh sebab itu hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai
berikut:

H.: T1 berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual.
2.3.3. Pengaruh Insentif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Insentif merupakan perangsang bagi SDM untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal

ini kinerja yang dimaksud adalah bagaimana staf pemertintah menyajikan informasi
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keuangan pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Sari (2016)
dan penelitian Sa’diyah & Yuhertina (2021) menunjukanbahwa secara signifikan
insentif mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual. Oleh sebab itu hipotesis

ketiga dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

Has: Insentif berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual.

2.3.4. Motivasi Sebagai Pemoderasi Kompetensi SDM  Terhadap

Implementasi SAP Berbasis Akrual

Motivasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk suatu
pencapaian. Hal ini menjelaskan bahwa motivasi dapat memperkuat Kompetensi
SDM terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual. Ditinjau dari hasil sebelumnya
oleh penelitian Sari et al. (2016) hasil uji penelitian tersebut menunjukan bahwa
motivasi memperkuat kompetensi SDM terhadap SAP berbasis akrual. Oleh sebab

itu hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

Ha: motivasi sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh kompetensi SDM

terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?

2.3.5. Motivasi Sebagai Pemoderasi Teknologi Informasi Terhadap

Implementasi SAP Berbasis Akrual

Berbeda halnya dengan pengaruh Motivasi dalam memperkuat Kompetensi SDM,
hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2016), menunjukan bahwa motivasi
tidak dapat memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual. Namun peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh
motivasi dalam memoderasi kedua variabel dalam ruang lingkup SKPD Provinsi
Lampung. Oleh sebab itu hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dituliskan

sebagai berikut:

Hs: motivasi sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh Tekhologi

Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
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2.3.6. Motivasi Sebagai Sebagai Pemoderasi Insentif Terhadap Implementasi
SAP Berbasis Akrual

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan variabel
motivasi yang dijadikan sebagai pemoderasi antara pengaruh insentif terhadap
Implementasi SAP berbasis Akrual. Namun secara logika pemikiran tentu dengan
adanya insentiv, penyusun laporan keuangan akan semakin termotivasi dalam
melakukan implementasi SAP berbasis akrual atau mungkin hasilnya justru
memperlemah namun demi mencapai hasil yang akurat peneliti tentu akan
melakukan penelitian demi membuktikan bahwa motivasi dapat memperkuat
implementasi SAP berbasis akrual. Sari et al. (2016) menguji apakah motivasi
mampu memperkuatinsentif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual. Dari hasil yang sudah diuji ternyata motivasi mampu memperkuat
kedua hubungan tersebut. Ini disebabkan karena semangat atau dorongan SDM
seperti kebutuhan fisiologis, penghargaan dari orang lain dan kebutuhan-kebutuhan
lain menjadi dorongan untuk memperoleh insentif. Nasution et al. (2015), yang
menjelaskan bahwa insentif mampu mempengaruhi penerapan akuntansi
pemerintahan berbasis akrual. Oleh sebab itu hipotesis keenam dalam penelitian ini

dapat dituliskan sebagai berikut:

He: motivasi sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh Insentif terhadap
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual

2.4. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian serta hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka

penelitian yang digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Kompetensi SDM (X1)

™

Teknologi Informasi (X2)

Insentif (X3)

/

Implementasi SAP Berbasis akual

Motivasi (X4)
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Dan Sampel Penelitian

Setelah ruang lingkup penelitian dilakukan, maka selanjutnya peneliti menentukan
populasi yang akan diuji. Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian,
atau hal dan minat yang ininpeneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2016).
Sedangkan sampel adalah bagian atau pecahan dari populasi. Dengan mempelajari
sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan
ternadap populasi penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam penelitian ini
populasi yang diambil adalah SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan
sampel yang akan diambil juga merupakan sampel dari BPKAD Pusat Keuangan

yaitu bagian keuangan, operator keuangan dan operator perencanaan.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan survey
menggunakan kuisioner dan kualitatif yaitu menjelaskan hubungan antar data
sekunder yang memiliki sifat data lintas individu (cross section) atau disebut data
cross-section tahun 2021. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah SKPD
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan sampel yang akan diambil juga merupakan
sampel dari BPKAD Pusat Keuangan yaitu bagian keuangan, operator keuangan

dan operator perencanaan.

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu metode convenience
sampling. Sekaran & Bougie (2016) convenience sampling merupakan
pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia
memberikannya. Metode ini digunakan untuk mengantisipasi terdapat
kemungkinan tidak diperoleh jawaban dari para akuntan yang bekerja di lingkungan
SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Provinsi Lampung. Sebab jika hal
tersebut terjadi akan terdapat kemungkinan hasil yang tidak memenuhi kriteria saat



36

data diolah. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih convenience

sampling supaya data dapat memenuhi kriteria pengolahan data.

3.4. Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Kompetensi SDM (X1)

Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor penting dalammenghasilkan laporan
keuangan pemerintah, karena yang menjalankan SAP dan SPIP adalah sumber
daya manusia. Untuk mengukur kompetensi SDM dalam implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual digunakan skala likert 5 Poin. Kompetensi
SDM diukur melalui kuesioner yang digunakan berdasarkan penelitian terdahulu
milik (Nasution & Sari, 2016). Skala likert 1 sampai 5. Jawaban yang didapatakan
dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) idak setuju, (3) netral, (4) setuju,
dan (5) sangat setuju.

3.4.2. Teknologi Informasi (X2)

Teknologi informasi merupakan teknologi komputer yang digunakan untuk
memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan
mengirimkan informasi (Rusydiyah, 2019). Untuk mengukur bagaimana teknologi
informasi berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual, digunakan kuesioner atas penelitian terdahulu milik (Nasution &
Sari, 2016). Pengukuran dilakukan melalui 5 poin skala likert yaitu: nilai (1)
sangattidaksetuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.4.3. Insentif (X3)

Effendy & Fadhilah (2018) mengemukakan bahwa insentif merupakan tambahan
balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi diatas prestasi
standar. Insentif dapat menjadi pendorong bagi akuntan pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya. Namun, Nasution & Sari (2016), kendala lain yang perlu
diperhitungkan adalah minimnya insentif dari pemerintah sebagai perangsang
semanagat dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual. Untuk mengukur
hubungan insentif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual digunakan kuesioner atas penelitian terdahulu milik (Nasution & Sari, 2016).
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Pengukuran dilakukan melalui 5 poin skala likert yairu: nilai (1) sangat tidak setuju,

(2) idak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.4.4. Motivasi (X4)

Herlina (2013) mendefinisikan motivasi sebagai kondisi yang menggerakan diri
karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Abraham
Maslow pencetus teori motivasi hirarki kebutuhan mengatakan bahwa manusia
memiliki 5 hirarki kebutuhan yaitukebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga
diri dan aktualisasi diri (Agriawan et al., 2015). Maka kuesioner yang digunakan
untuk variabel inimenggunakan kuesioner yang didasari dengan peneliti terdahulu
yang dikembangan melalui teori Abraham Maslow (disesuaikan dengan topik
penelitian) dengan sedikit modifikasi menggunakan skala Ordinal (Likert), 1
sampai 5 jawaban yang didapatakan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju,

(2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.4.5. Implementasi SAP Berbasis Akrual (Y)
Pengertian implementasi kebijakan Risnaningsih (2016) adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu,pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan. Dengan diterbutkannya PP 71 Tahun 2010, kebijakan
pemerintah untukmenerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual akan
diukur melalui skala ordinal dimana 1 sampai 5 jawaban yang didapatakan dibuat
skor yaitu: nilai (1)sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5)

sangat setuju.
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Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian

Implementasi SAP Berbasis Akrual

Dimensi Indikator

(Idaetal.
2016)

Uraian

1. Pengakuan
pendapatan

yang pengakuan Pendapatan pada

diukur

1.Pengakuan pendapatan pada

Laporan Operasional dan

Laporan Realisasi Anggaran

Pengakuan pendapatan berbasis akrual
telah diterapkan dalam pelaporan financial

berbasis akrual pada instansi ini.

2. Pengakuan

Pengakuan beban berbasis akrual telah

beban dan 1.Pengakuan beban dan diterapkan dalam pelaporan financial
belanja belanja berbasis akrual pada instansi ini.
Pengakuan persediaan berbasis akrual
3. Akuntansi 1.Pengakuan atas persediaan | telah diterapkan dalam pelaporan
persediaan

financial berbasis akrual pada instansi ini.

4. Akuntansi aset |- " engakuan persediaan

Pengakuan persediaan tetap dan

depresiasi berbasis akrual telah diterapkan

tetap serta depresiasi dalam pelaporan financial berbasis akrual
pada instansi ini.
) Pengakuan kewajiban berbasis akrual
5. Akuntansi B )
Kewajiban 1. Pengakuan kewajiban telah diterapkan dalam pelaporan
financial berbasis akrual pada instansi ini.
Penyajian laporan operasional berbasis
6. Laporan 1. Penyajian laporan akrual telah diterapkan dalam pelaporan
operasional ) ) ) ) ) o
operasional financial berbasis akrual pada instansi ini.
Penyajian laporan perubahan ekuitas
7. Laporan 1. Pengakuan ekuitas dalam | berbasis akrual telah diterapkan dalam
perubahan . . .
ekuitas pelaporan pelaporan financialberbasis akrual pada

instansi ini.




39

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dimensi Indikator Uraian
(Mangkunegara,
2012)
1. Pendidikan yang Saya memiliki tingkat pendidikan yang
dimiliki sesuai dengan pekerjaan saya dalam
mengimplementasikan SAP berbasis akrual
pada pelaporan financial berbasis akrual.
2. Pengalaman yang Saya sangat berpengalaman dalam
Nilai-Nilai dimiliki melaksanakan tugas pengimplementasian
Keterampilan SAP berbasis akrual pada pelaporan
financial berbasis akrual.
3. Pelatihan yang Saya selalu aktif dalam mengikutipelatihan
diikuti pelatihan pengimplementasian SAP berbasis
akrual.
4. Pengetahuan yang | Saya memiliki pemahaman akuntansi yang
dimiliki sangat baik.
5. Profesionalisme Saya memiliki profesionalisme yang tinggi
yang dimiliki ketika melaksanakan pekerjaan dalam
mengimplementasikan SAP berbasis akrual
pada pelaporan financial berbasis akrual.

Teknologi Informasi

Dimensi
(Al-Egab & Adel,
2013)
(Dwipayana &
Suputra, 2021)

Indikator

Uraian

1.Kecanggihan
Teknologi

1. Keragaman
teknologi
informasi.

Mengacu pada jumlah dan keragaman
teknologi informasi yang digunakan, seperti
keragaman teknologi informasi yang
digunakan (variety of IT used), karakteristik
perangkat keras (characteristics hardware),
alat pengembangan (development tools),

media komunikasi antara operator dengan

perancangan yang mampu memberikan
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informasi yang diperlukan (man-machine
interface), cara pengolahan (processing

mode), dan jenis operasi (type of operation)

2.Kecanggihan
Informasi

1. Kualitas
Informasi

Perusahaan dengan aplikasi informasi yang
lebih canggih akan memiliki tingkat
kualitas informasi yang tinggi pula, oleh
karena itu dimensi kecanggihan informasi
ini meliputi, jenis aplikasi portofolio (type
of applications portfolio) dan aplikasi yang

terintegrasi (integration of applications).

3. Kecanggihan
Fungsional

1. Partisipasi
Pengguna

Partisipasi pengguna dalam pengembangan
sistem dapat meningkatkan kinerja kualitas
sistem informasi dengan menyelaraskan
sistem agar sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Oleh karena itu dimensi
kecanggihan teknologi informasi ini
meliputi, tingkat keputusan (decisional
level) dan partisipasi pengguna (user

participation).

4. Kecanggihan

1. Daya dukung

Dimensi kecanggihan teknologi informasi ini
meliputi, dukungan manajemen puncak (top

management support), investasi T1 (IT

Manajerial Manajemen investment), proses adopsi T1 (IT adoption
process), Pengendalian TI (control of IT),
dan evaluasi TI (evaluation of IT).

Insentif
Dimensi Indikator Uraian

(Sarwoto, 2011)
(Candra & Rifa’i,

2016)
) Bonus adalah uang yang dibayarkan
1. Pemberian 1.Insentif dalam bentuk i i i i
Insentif - oS sebagai balas jasa atau hasil pekerjaan yang
Material telah dilaksanakan. Dalam perusahaan
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yang menggunakan system insentif
lazimnya beberapa persen dari laba yang
melebihi jumlah tertentu dimasukkan ke
dalam sebuah dana dan kemudian jumlah
tersebut dibagi-bagi antara pihak yang akan

diberikan bonus.

2.Insentif dalam
bentuk komisi

Komisi merupakan sejenis bonus yang
dibayarkan kepada pihak bagian
penjualan yang menghasilkan penjualan

yang baik.

3. Insentif dalam bentuk
profit sharing

Profit sharing adalah salah satu jenis
insentif yang tertua. Dalam hal
pembayarannya dapat diikuti bersama-
sama pola, tetapi biasanya mencakup

pembayaran berupa sebagian dari hasil

laba yang disetorkan kepada setiap|

karyawan.

4. Insentif dalam bentuk
Jaminan Sosial

Insentif yang diterima meningkatkan

semangat kerja.

5.Insentif dalam bentuk
Jaminan Sosial

Insentif yang diberikan dalam bentuk
jaminan sosial lazimnya diberikan secara
kolektif, tidak ada unsur kompetitif dan
setiap karyawan dapat memperolehnya

secara rata-rata dan otomatis.

2. Insentif Non
Material

1. Pemberian gelar
secara resmi

Insentif yang diberikan dalam bentuk gelar
resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan

atas pretasi yang diperoleh.

2. Pemberian tanda jasa
atau penghargaan medali

Insentif yang diberikan dalam bentuk tanda
jasa atau pengharhaan berupa mendali yang
dikeluarkan oleh perusahaan atas pretasi

yang diperoleh.

3.Ucapan terima kasih
secara resmi atau
formal/informal

Berupa ucapan terima kasih secara resmi
oleh pimpinan perusahaan ketika karyawan

memiliki prestasi kerja
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Motivasi

Dimensi
Wibowo (2013) &
Jerome (2013)

Indikator

Uraian

1.Kebutuhan
Hidup

1.Kebutuahn

fisiologis

Saya merasa memerlukan kebutuhan
fisiologis (lapar, haus, perlindungan, pakaian,

perumahan, dan kebutuhan ragawi lainnya)

2.Keamanan dan

keselamatan

Saya merasa membutuhkan keamanan dan
keselamatan (antara lain keselamatan dan
perlindungan terhadap kerugian fisik dan
emosional seperti perlindungan daribahaya,
ancaman dan perampasan ataupun

pencabutan/pemecatan kerja)

3.Kebutuhan social

Saya merasa membutuhkan kebutuhansosial
(mencakup kasih saying, rasa memiliki,

diterima baik dan persahabatan)

4.Penghargaan

Saya merasa membutuhkan penghargaan
(mencakup rasa hormat dari sis internal seperti
harga diri, otonomi dan prestasi. Sedangkan
dari sisi ekstrnl seperti status, pengakuan

dan perhatian)

5.Aktualisasi diri

Saya merasa membuthkan akulturasi diri
(kebutuhan pemenuhan diri untuk
mempergunakan potensi diri,pengembangan
diri semaksimal mungkin, kreativitas,
ekspresi diri dan melakukan apa yang paling

cocok serta menyelesaikan pekerjaan sendiri)

2. Kecerdasan

Emosional

1.Mengenali Emosi
Diri

Mengenali emosi diri sendiri merupakan
suatu kemampuan untuk mengenali perasaan
sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini
merupakan dasar dari kecerdasan emosional,
yakni kesadaran seseorang akan emosinya

sendiri.
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2.Mengelola Emosi

Mengelola emosi merupakan kemampuan
individu dalam menangani perasaan agar
dapat terungkap dengan tepat, sehingga
tercapai keseimbangan dalam diri individu.
Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap
terkendali merupakan kunci menuju
kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang
meningkat dengan intensitas terlampau lama

akan mengoyak kestabilan kita .

3.Mengenali emosi

orang lain

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain
disebut juga empati. Menurut Goleman
kemampuan seseorang untuk mengenali orang
lain atau peduli, menunjukkan kemampuan
empati seseorang. Individu yang memiliki
kemampuan empati lebih mampu menangkap
sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang
mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang
lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut
pandang orang lain, peka terhadap perasaan
orang lain dan lebih mampu untuk

mendengarkan orang lain.

4.Membina

Hubungan

Kemampuan dalam membina hubungan
merupakan suatu keterampilan yang menunjang
popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan
antar sesama. Keterampilan dalam
berkomunikasi merupakan kemampuan dasar

dalam keberhasilan membina hubungan.
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5.1. Metode Analisis Data

5.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik
variabel penelitian yang diuji. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau
deTesis suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai
maksimum, nilai minimum, jumlah (sum), range, kurtosis dan skewness

(kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

5.1.2. Uji Kualitas Data

5.1.2.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yangmerupakan indikator
dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Pengukuran hanya diukur sekali (ones shoot) kemudian hasilnya
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban
pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian
Cronbach Alpha (o). Suatu variabel dikatakan reliable jiks memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013).

5.1.2.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan padakuesioner mampu untuk
mengungkapkan komponen yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali,
2013) Jadi, validitas dapat mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang
sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian
validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation. Jika r hitung
lebihbesar dari r table maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebutdinyatakan
valid (Ghozali, 2013).

5.1.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas
dari gangguan normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas. Untuk itu
sebelum melakukan pengujian analisis jalur perlu lebih dahulu melakukan
pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalita, uji multikolonearita, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
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5.1.3.1. Uji Normalitas

Ghozali (2013) Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan
dengan melihat distribusi dari variabel- variabel yang akan diteliti. Walaupun
normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji
statistik akan lebih baik jika semua variabel terdistribusi normal. Jika variabel tidak
terdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi.Normalitas

suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji
statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil uji Kolmogrov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data variabel terdistribusi
dengan normal. Sedangkan jika hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai
signifikan di bawah0,05 maka data variabel terdistribusi tidak normal (Ghozali,
2013).

Cara lain untuk menguji normalitas data, penelitian inimenggunakan analisis grafik.
Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis
grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal,
ploting dan residual yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat
dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar
pengambilan keputusan:

1)  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusinormal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.

2)  Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).



46

5.1.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen, maka ujiini hanya digunakan untuk
penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi
ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance
value atau variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkansetiap
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. model regresi
yang bebas dari multikolinearitas mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau nilai
VIF di bawah 10 (Ghozali, 2013).

5.1.3.3. Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalahyang memiliki sifat homoskedatisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Salah satu

cara menguji adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara

nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi
ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah
yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di unstadarized

(Ghozali, 2013). Ghozali (2013) dasar analisis heteroskedastisitas adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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5.1.3.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear teradapat
korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode tertentu dengan
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, dapat
dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual tidak
bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah
regresi yang terbebas dari autokolerasi (Ghozali, 2016). Danang (2013) menyatakan
bahwa ketentuan Durbin Watson (DW) dalam menentukan diterima atau tidaknya
hipotesis nol sebagai berikut

1) Jika DW < -2, berarti terjadi autokorelasi positif.

2) Jika -2 <DW < +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

3) Jika DW > +2, berarti ada autokorelasi negatif.

5.1.4. Pengujian Hipotesis Statistik
Parameter-paremeter yang akan diestimasi dapat dilihat berdasarkan penilaian
statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (Uji - T), uji

signifikansi parameter secara serempak (Uji — F) pada o =5% (Gujarati, 2010).

5.1.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi
cocok dengan datanya atau atau mengukur persentase total variasi Y yang
dijelaskan oleh garis regresi dengan menggunakan konsep koefisien determinasi
(R?). Nilai koefisien determinasi terletak antara O sampai 1. Semakin angkanya
mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data
aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang
kurang baik. R? merupakan koefisien determinasi yang tidak disesuaikan. Maka
selanjutnya dilihat koefisien determinasi yang disesuaikan. Dalam hal ini disebut
Adjusted R?.

5.1.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan
dalam penelitian. Menurut Ghozali (2016), dasar pengambilan keputusan adalah

jika p value < 0,05 atau F hitung > F tabel maka Ha terdukung. Pengujian dilakukan
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dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (0=5%). Jika nilai signifikan
lebih besar dari o maka hasilnya ditolak, yang berarti model regresi tidak fit.
Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari oo maka model regresi layak dan

dapat dilakukan uji tahap berikutnya.

5.1.4.3. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat pada a. =5% dengan asumsi variabel lain dianggap

tetap. Dalam hal ini akan nilai antara t-hitung dengan t tabel.

- Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, yang berarti
variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

- Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka Ho diterima dan menolak Ha, yang berarti
variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah:

Ho : B1= 0, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Ha: B1 # 0, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

5.1.4.4. Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate (Moderate Regresion
Analysis — MRA)

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA)
merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan
regresinya mengandung unsur interaksi (Ghozali, 2013). Sedangkan variabel
moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah
variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Adatiga
cara menguji regresi dengan variabel moderasi, yaitu:

1) Uji interaksi

2) Uji nilai selisih mutlak

3) Uji residual

Uji hipotesis secara regresi moderat pada penelitian ini menggunakan uji interaksi.

Uji MRA dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4(X1*X4) + b5(X2*X4) + b6(X3*X4) + e
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Motivasi (X4) dapat memoderasi Kompetensi SDM (X1), Teknologi Informasi
(X2) dan Insentif (X3) terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
berbais Akrual (Y).

Keterangan:

Y : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruala
a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X1 : Kompetensi SDM

X2 : Teknologi Informasi

X3 - Insentif

X4 : Motivasi

X1*X4 : Variabel perkalian antara Kompetensi SDM dengan Motivasi yang
menggambarkan pengaruh variabel moderating Motivasi terhadap
hubungan Kompetensi SDM dengan Implementasi SAP berbasis Akrual.

X2*X4 : Variabel perkalian antara Insentif dengan Motivasi yang menggambarkan
pengaruh variabel moderating Motivasi terhadap hubungan Insentif
dengan Implementasi SAP berbasis Akrual.

X3*X4 : Variabel perkalian antara Kompetensi SDM dengan Motivasi yang
menggambarkan pengaruh variabel moderating Motivasi terhadap
hubungan Kompetensi SDM dengan Implementasi SAP berbasis Akrual.

e : Error term.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel
Kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan Insentif terhadap Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan membuktikan apakah pengaruh
variabel Motivasi dapat memperkuat hubungan tiap-tiap variabel. Berdasarkan
analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
*) Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan
Implementasi akuntansi akrual yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi
dengan hasil nilai signifikansi 0,0410 atau lebih kecil dari 0.05 serta koefisien
regresi 0,3739. Hal ini berarti hipotesis ke -1 dalam penelitian ini Terdukung.
*) Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi
SAP Akrual yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai
signifikan 0,1175 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel tekhnologi informasi tidak terdukung terhadap Implementasi SAP
akrual, hal ini dapat mengindikasikan adanya fakktor faktor lain diluar variabel
yang diteliti sangat mempengaruhi seperti tidak terintegrasinya sistem
informasi akuntansi dari masing masing unit menjadi satu kesatuan sistem yang
terintegrasi.
*) Insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAP Akrual
hal ini dibuktikan bahwa signifikansi pada Variabel Insentif adalah sebesar
0,3349 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
insentif tidak terdukung terhadap implementasi SAP akrual
*) Motivasi mampu memperkuat pengaruh kompetensi SDM tehadap
Implementasi SAP Akrual yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi
dengan hasil nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa
motivasi dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mampu

memperkuat pengaruh kompetensi SDM.
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*) Motivasi mampu memperkuat pengaruh tekhnologi informasi tehadap
Implementasi SAP Akrual yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi
dengan hasil nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa
motivasi dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mampu
memperkuat pengaruh tekhnologi informasi

*) Motivasi mampu memperkuat pengaruh insentif tehadap Implementasi SAP
Akrual yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai
signifikansi 0,009lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa motivasi dapat
berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh

insentif.

b. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah total responden yang belum maksimal
dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 sehingga penyebaran kuisioner hanya
dilakukan melalui formulir daring. Penelitian ini juga terbatas pada SKPD
(BPKAD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sehingga hasil penelitian belum
dapat digeneralisir pada instansi lain dalam pemerintahan yang menerapkan SAP
Akrual.

C. Saran

Saran yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini untuk SKPD BPKAD
Kabupaten / Provinsi dalam pemanfaatan Tekhnologi informasi untuk mendukung
keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual guna menyediakan informasi yang
lebih komprehensif adalah mengintegrasikan sistem informasi pada satker SKPD
tersebut.

Selain itu saran dari peneliti masih terdapat keterbatasan sehingga diharapkan
penelitian sejenis di masa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih
baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah observasi dengan
perluasan ruang lingkup penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah
data berupa hasil wawancara langsung kepada pegawai keuangan yang menjadi

responden sehingga data yang didapatkan tidak terbatas pada pertanyaan kuisioner.
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